
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR d6 TAHUN 2008 

TENTANG 

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN JEPARA 

TAHUN ANGGARAN 2009 

BUPATI JEPARA, 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteni Pertaian Nornor 
42/Permentar/ OT 140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahur 
Anggaran 2009, pertu disusun alokasit dan pedoman harga pupuk 
bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara 

b. batwa untuk meningkatkan produktrvrtas pertanian yang optral 

perlu menjamin ketersediaan dan harga pupuk yang wajar dan 
terjangkau di tingkat petani, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairana dimaksud huruf a 

aan hurt » oeru mane"""_"tan aura erara tears 
Alokasi dan Harga Eceran Tertingg (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk 

Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalamn Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah, 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Si«stem Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3821) 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pertindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 12 Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389) 

5. Undang-Undang 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perenintatan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 

Tamnbahan Lernbaran Negara Republk Indonesia tahun 2004 Normor 

4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

undang-undang Nomer 12 Tahon 2008 tent"enbahan du» 

Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pererintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59,Tambahan Lembaran Negara Republikx indon ia Nomor 4844) 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahon 1995 tents Pendidungen 

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3586); 

7 Peraturan  Menteni  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  21/M 

DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Peryaluran Pupu 

eooow um same.e""" 
8 Peraturan Menteni Pertanian Nomor 42/Perrnentan/ OT 140/9/2008 

tentang Kebutuhan dan Marga Eceran Tertingg (HET) Pupuk 

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 tabun 2008 tentang 

Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untu 

Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 

ME MUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN 
TERTINGGI (HET} PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR 

PERTANIAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2009 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
f Kabupaten adalah Kabupaten Jepara 

2 Bupati adalah Bupati Jepara 

3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Jepara 

4. Carat adalah Carat di Kabupaten Jepara 

5. Pupuk adalah bahan kiria atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur 

hara bagi keperluan tanaran secara langsung atau tidal langsung 

6 PupukK an organik adalah pupuk hasil pr ov es  rekayasa  secara  kiria, fisa dan atau 

biologi, dan merupakan hasil industri atua pabni pembuat pupuk 
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7 Pupuk Organek adalath pupuk yang sebagvan besar atau seluruthnya terdini dani batan 

organik yang berasal dani tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses 
rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yangdigurakan untuk mensuplat batan 
organik, memperbaiki sifat fisik. kiria dan biologi tanah 

8 Perupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagr tanaran sesuai dengan status 
hara tanah den kebutuhan tanamnan untuk mnencapai produktivitas yang optirnal dan 
berkelanjutan 

9 Pupuk bersubsdi adalah pupu yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan 
dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resri 

atau kelompok tani 

10 Sektor Pertanian adalah sekor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pagan 
hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang 

11 Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan latan rAk 
sendiri atau bukan, untuk budi'aya tanaman pangan atau hortikultura 

12. Pekebun adalah perorangan warga egara Indonesia yang mengusahakan latan 
milk sendiri atau bukan, untuk budidaya tanamnan perkebunan ralyat 

13 eternak adalah perorangan warga egara Indonesia yang mengusahaian lat an 
milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tananan hiauan pakan ternak 

14 Pembudidaya kan atau udang adalat perorangan warga negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan milk sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang 

15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuik dan/atau mengadakan 
pupuk an organik (Urea, Superphos. ZA dan NPK) dan pupuk organik di dalarn 
negen 

16 Penyakur di Lini Ill yang selarjutrya disebut Distributor pupuk adalah badan usata 

yang sah dan dituniuk oleh produsen pupuk untuk melakutan pembeliar 
penyimpanan, perjualan serta peras.aran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk 
dijual kepada pengecer resri 

17 Penyalur di Lini IV yang selarjutrya disebut Pengecer Resri adalath perorangan atau 
badan usaha yang dtunyuk oleh distributor urtuk relakukan perjualan pupu 

bersubsidi secara langsung harya kepada konsurnen aitir 

(petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan dan/atau udang) 

18 Kelormpok tani adalah kurpulan petami yang mempunyat kesamaan kepentigar 

dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasamna meningkatar 
produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotaya dalam mengusahakan lahan 
usaha tami secara bersamna pada satu harnparan atau kawas.an yang dilulu/tier olet 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

9 Rencana Defmitf Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalat perhtungan renoara 

kebutuhan pupuk bersutsidi yang disusun kelompoi berdasarian rekorendi 
perupukan benirmnbang spesifk lokasi untuk tanaran pangan tau s ndar teknis 
untuk sektor tanamnan pangan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, 
pembuddaya kan atau udang 



d 

20 Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanutrya disingiat KP3 dalat 
wadah kordinasi instansi terkat dalamn pengawasan pupuk da pestisida yang 

dbentuk olen Bupati di ting#at Kabupaten dan olet Carat untuk ting«at Kecartan 

BAB I 

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 2 

(1) upuk bersubsidi diperuntukkan bag petani, pekebun peternak yang 
engusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musirmn tanamn per 
eluarga petani kecuahi pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) 
hektar 

(2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan 
tanarnan pangan, hortiultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikan 

budidaya 

BABIII 
ALOKASI PUPUK BERSBSIDI 

Pasal 3 

(I Alkasi pupuk bersubsidi dihitung sesuar dengan anyuran perupua berimnbang 
spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimnbangkan alokasi angarar 
subside pupuk tatun 2009 

2) Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tatun 20O9 untuk Kabupaten Jepara 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupat in 

t) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimnana dinaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut 
menurut Kecamatan, jenis dan jumlath serta sebaran bulanan, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini 

(4 Penggunaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimnaksud pada ayat (3) diajukan oleh 
petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan Rencana 
Definiti Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh peryuluh pertanian dan 
kepala desa setempat 

($) Dias yang membidangi tanaman pangan, hortikultura peternakan, perkebunan dan 
pembudidaya ian dan atau udang wajib melakukan pembinaan kepada kelormnpok 
tant untuk menvusun RDKK sesuai luas areal usaha tami di tingkat petani 

Pasal 4 

(I) Kekurangan alokast kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wlayah tertentu 
sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan di«penuti melalui relokasi antar 
wla yah 

(2) Retokasi antar kecamatan dalam wlayah Kabupaten diatur lebit lanjut oleh Bupati 
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(3) Relokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi per bulan dalam wlay h Kabupaten 
ditetapkan lebih lajut oleh Keputusan Dinas Pertanian Kabupaten 

(4) Apabila dalamn distribusi pupuk bersubsidi terjadi kekurangan atau kelebithan alokast 
dalam suatu wlayah KecamatanDesa. maka alokasi tersebut a'an ditinyau kembalt 

dirsesuakan dengan kondisi rid dtingkat lapangan 

Pasal 5 

(1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wlayah kecamatan/desa pada bulan beralan 
tidak mencukupi, distributor dapat menyalurkan aokasi pupuk di wlayah yang 
bersangkutan dani alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumya 
sepanyang tidak melebiti alokasi dalamn (satu) tahun, setelah mendapat 
rekomendasi dani KP3 Kabupaten 

(2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi dwilayah Kabupaten pada Dulan berjalan tidak 
mencukupi rodusen dapat menyalurkan alokasi pupuk drwilayah yang bersangkutan 
dari alokasi Dulan benikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak 
melebiti alokssi dalam 1 (satu) tahun setelah mendapat rukorendasi dani KP3 
Provinsi 

BABV 
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) 

Pasal 6 

(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk 
Urea, Superphos. ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen 

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Sriwijaya dan PT 
Petro Kimia Gresik 

(3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV epada petani dan atau 
kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertmbangkan alokasi pupuk 
bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

Pasal7 

(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagarana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus 
diberi label tambahan berwarna yang bertuhskan 

Pupuk BersubsidiPementah, 
Barang Dalam Pengawasan 

yang mudah chbaca dan tdak mudah flan@/terhapus 

(2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tuhrsan pada label sebagaimana 
dimaksud ayat (i) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk paling lambat akhir bulan 
Apr1 2009 
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Pasal 8 

(1) Penyalur di Liri IV atau Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubside 
sesuai Marga Eceren Tertinggi (HET) 

2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut 
a Pupuk Urea 

b. Pupuk ZA 

c. Pupuk Superphos 
d Pupuk NPK Phonska (1515.15) 

e. Pupuk NPK Pelangi (20.10.10) 

f. Pupuk NPK Kuang (30.6 8) 
g Pupuk Organik 

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimnana dimnaksud pada ayat 
(2) dalam kemasan 50 kg. 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, 
peternak, pemtudidaya kan dan/atau udang di Penyalur Limi IV atau pengecer resmi 
secara tunan 

Pasal 9 

rodusen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). distributor. dan pengecer resmi 
wajib menjamin keterse(diaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun 
peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan 

Pasal 10 

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 11 

Produsen berkewaban melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari 
Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi 

di wilayah tanggung jawabnya 

Pasal 12 

(1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, 
penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnva 

(2) KP3 Kabupaten data melaksanakan tugasnva dbantu oleh etugas Pengendali 
Organisme Fengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penya#it (POPT-PHP) 
dan Tenaga Harian Lopas Tenaga Bantu Penyutuh Pertamian (THL.TBPP) 

Ro 1.200,- per kg 
Rp. 1.050,- per kg 
Rp. 1550.-per kg 

RD. 1750- par kg 

Ro 1.830,- per kg 
RD. 1586. per kg 
Rp. 500,-per g 
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Pasal 13 

1 KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan perantauan dan pengawasan pup 

bersubsihi di wlayah kerjanya epada Bupati 

(2 Bupat menyarmnpakan laporan hast pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi 

epada Gubernur 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

PAsal 14 

Hal-hal yang belurm diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepa0yang mengenai teknis 
pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan eternakan Kabupaten 
Jepara 

Pasal 15 
Apabila dikemudian hari terdapat kekelruan dalam penetapan peraturan ini akan diadak.an 

perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangian 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara 

( + r e  

+LAY 

,Ar 

z_ 
t- 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 34 Desember 2008 

UPATT 

N e t +  

4ABATI 

Sek«ear 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 34 Deseaber 2coE 

Pit SEKRETARIS DAERAH JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 5 3 5  



LARAN I PERA TURAN BUPATT JEPARA 

Deer ber 2008 

ALOA PU BE Su8SOI UNTUK SEK TOR PERT ANIAN 
ABATE JARA TAUN ANGGARAN 2009 

Satuan Ton 

GS #c Jurlah 

• � buan Perikanan 
. 

• • 
7 • 

- - 

IIJ 5 743 19.540 

- - 

' + 130 0 6.006 

• 

• 5 317 5.069 

• 
1125 0 8 946 

• 
0 0 1 986 

- 

- 

- -- -- 

No Jeris 
Puput - - Tana4 , pu  

�  

1  2  3  •  

f  Urea 14447 
• 

2 ZA 4 

»%al 
-- 

3  Superphos 

4 N P K  6  692  

- - 

5  Organik 1 986  

- 

e  

HENDRO MARTOJO 
AT 
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